[@0le)S)

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KINERJA
APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN

KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NUNUKAN)

iy

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SRI UTAMI
NIM. 500893618

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


Universitas Terbuka
Stamp


42904.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Aparatur
Pemerintah Terhadap Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan) Adalah hasil
karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya

nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka

saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 23 Juli 2016

Yang Menyatakan

i B e R
;;;1»%068ADF19174061

~
(SRI UTAMI)
NIM: 500893618

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4299¢.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM . Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kinerja
Aparatur Pemerintah Terhadap Pelayanan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (Studi pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Nunukan)
Penyusun TAPM - Sni Utami
NIM © 500893618
Program Studi . MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016
Menyetujui :
Pembimbing I1, Pembimbing I,
[st{/RokHiyah, M. A .Ph.D . Zulmasyhur, M.Si
NIP.196207161988012001 NIDN. 0321116901

Mengetahui,

o
P tiinGy

Ketua Bidang Ilmw/ 27NN Direktur
Program Magister Administra;ﬁbﬁkﬁ‘f e, N

((4/ g'}_ N
l s

Dr. Darmanto, M.EDy
NIP. ]959]02719860310&_‘ v " NIP. 195202131985032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



429Q¢.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN
Nama . SRIUTAMI
NM . 500893618
Program Studi . Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Aparatur

Pemerintah  Terhadap Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (Studi pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan)
Hari / Tanggal . Sabtu, 23 Juli 2016
Pukul o 11.30-12.15 WITA
Dan telah dinyatakan Lulus
PANITIA PENGUIJI TESIS

Ketua Komisi Pengyji :  Dr. Darmanto, M.ED

Penguji Ahli - Prof DR. Azhar Kasim, M.PA.
Pembimbing | : Dr. Zulmasyhur, M.Si
Pembimbing 11 . Isti Rokhiyah, M. A Ph.D

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42904.pdf

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KINERJA APARATUR
PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK
(Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nunukan)

Sri Utami
Sriutamicapil75@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Dalam memberikan pelayanan KTP elektronik diperlukan keterampilan dan
keahlian petugas layanan, sarana dan prasarana yang mendukung serta kesadaran
masyarakat itu sendiri sehingga program yang telah ditetapkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara
efektif dan efisien.

Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
penelitian survey dengan proses kuantitatif asosiatif kausal, pada sampel jenuh
sebanyak 58 responden di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan. Dari hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulannya adalah:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pelayanan
KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencapai
sebesar 0,755. Apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan sebesar 1 unit,
sementara nilai konstantanya tetap, maka diperkirakan peningkatan pelayanan
KTP elektronik akan mencapai sebesar 0,850 unit.

2. Kinerja aparatur pemerintah berpengaruh kuat dan signifikan terhadap
pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
mencapai sebesar 0,712. Apabila kinerja aparatur pemerintah ditingkatkan
sebesar 1 unit, sementara nilai konstantanya tetap, maka diperkirakan
peningkatan pelayanan KTP elektronik akan mencapai sebesar 0,692 unit.

3. Partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama
berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap pelayanan KTP elektronik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencapai sebesar 0,850. Apabila
partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama
ditingkatkan sebesar 1 unit, sementara nilai konstantanya tetap, maka
diperkirakan peningkatan pelayanan KTP elektronik akan mencapai sebesar
1,037 unit.

Kata Kunci : partisipasi masyarakat, kinerja aparatur pemerintah, pelayanan
publik.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF PUBLIC PARTICIPATION AND GOVERNMENT
PERFORMANCE TO SERVICES ELECTRONIC IDENTIFICATION CARD

(Study in the department of population and civil registration Nunukan Regency)

Sri Utami
Sriutamicapil75@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

In providing electronic identification card required dexterity and Officer
representative skill service , facilities and infrastructure that support as well and
awareness of society itself so the program that has been set by Department of
population and civil registration Nunukan Regency can run effectively and
efficiently .

In order to reach the goal , this study using methods research survey with
the process of quantitative associative causal , in samples of saturated as many 58
respondents in the population and civil registration Nunukan Regency .Of the
results of research and discussion , the conclusion is:

1.  Public participation influential strong and have significant impact on
electronic identification card in the population and civil registration, up to
0,755. When the public participation be increased of 1 unit, meanwhile
constant value fixed, it was expected an increase services in electronic id
card will up to 0,850 unit.

2. Government performance influential strong and have significant impact on
electronic identification card in the population and civil registration, up to
0,712. When government performance increased of 1 unit, meanwhile
constant value fixed, it was expected an increase services in electronic id
card will up to 0,692 unit.

3. Public participation and government performance have powerful influential
and significant impact on electronic id card in the population and civil
registration, up to 0,850. When public participation and performance
government together be increased of 1 unit, meanwhile constant value
fixed, it was expected an increase services in electronic id card will up to
1,037 unit.

Keywords: Public participation, Government performance, Public service.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan
a. Geografi

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3'
Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan
wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di
daerah perbatasan Indonesia — Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai
daerah yang strategis dalampeta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten
Nunukan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur —
Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Kabupaten
Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah barat berbatasan langsung dengan
Negara Malaysia Timur — Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999
merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah =+
14.247,50 km?. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau.Sungai terpanjang
adalah sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan sungai Tabur
merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan
terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang dibagian tengah
dan dataran bergelombang landau di bagian timur memanjang hingga ke pantai
sebelah timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur pegunungan

dengan ketinggian 1.500 m — 3.000 m diatas permukaan laut.Kemiringan untuk
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daerah dataran tinggi berkisar antara 8 — 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan
memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu diatas 15%.Dengan demikian

kemiringan rata — rata berkisar antara 0 — 50 %.

b. Iklim

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam
jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim.
Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas,
kelembapan dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan berada di wilayah
khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu
musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu
muson barat pada bulan Nopember — April dan anginmuson timur pada bulan Mei
— Oktober.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kabupaten
Nunukan pada tahun 2014, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara
rata — rata 27,6°C. Suhu udara terendah 23,8°C terjadi pada bulan Januari, dan
tertinggi 33,0°C pada bulan Maret. Suhu udara Kabupaten Nunukan yang
cenderung panas dipengaruhi oleh topografi pulau Nunukan yang dikelilingi laut.
Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi
oleh wilayah hutan yang cukup luas, pulau Nunukan mempunyai kelembaban
udara dan curah hujan yang relative tinggi. Pada tahun 2014 kelembaban udara
berkisar antara 42,0% sampai dengan 100,0%. Sementara itu curah hujan tertinggi
402,3mm? pada bulan Juli dan terendah 71,2mm?® pada bulan Februari. Rata - rata

angin mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 5,0 knots.
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Persentase penyinaran matahari rata — rata 68%, terendah 50% pada bulan Januari

sedangkan tertinggi mencapai 85% terjadi pada bulan April.

c. Pemerintahan

Selama lebih dari lima belas tahun menyelenggarakan pemerintahannya,
Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat
baik dilihat dari pembangunan fisik maupun non fisik. Secara administrative,
Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecamatan dan terdiri dari 240 desa.
Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu
3.357,01 km®atau sekitar 23,56% dari keseluruhan luas Kabupaten Nunukan.
Selain itu kecamatan ini juga memiliki jumlah desa yang banyak juga jika
dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa atau posisi
kedua setelah Kecamatan Krayan. Sedangkan Kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km? atau sekitar 0,11% dari total
luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 564,50 km?® atau sekitar 3,96% dari

luas wilayah Kabupaeten Nunukan.

d. Jumlah, Pertumbuhan, Persebaran, Kepadatan dan Komposisi Penduduk

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta
penduduknya sebagai subyek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan
yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah Penduduk yang besar di satu
sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu
pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi

pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan
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suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. Otonomi daerah dan pemekaran
wilayah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan peran penduduk sebagai
subjek pembangunan serta mengurangi masalah kepadatan dan mobilitas
penduduk.

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 berjumlah 187.677 jiwa
dengan kepadatan penduduk mencapai 10,83 jiwa’km? Pertumbuhan penduduk
yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di
Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di
Kabupaten Nunukan. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk
adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas public yang dibutuhkan masyarakat,
kemudian dibukanya lapangan kerja di sector perkebunan, khususnya kelapa sawit
dan industry pengolahan kayu serta sektor jasa. Kepadatan penduduk pada setiap
kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan.

Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas
wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan
penduduk yang menyolok anta kecamatan. Dari enam belas kecamatan yang ada
terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi,
yaitu 446,58 jiwa/km? diikuti oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan
319,53 jiwa/km?. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang
ada hanya berkisar antara 1,34 — 143,26 jiwa’km? Ditinjau dari komposisi
penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2015 jumlah
penduduk laki — laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak disbanding
perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,13 artinya pada setiap 100

orang perempuan terdapat 113 orang laki- laki
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e. Ketenaga kerjaan

Persentase angkatan kerja pada tahun 2014 sebesar 71,92 % dari total
penduduk berumur 15 tahun ke atas, dimana yang bekerja sebesar 67,82%. Rasio
antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan besarnya jumlah
penduduk masuk dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Nunukan pada tahun 2014
sebesar 71,92%. Kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK) dapat dibedakan menjadi
Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja(BAK). Angkatan Kerja
meliputi penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan
kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus
rumah tangga dan lain — lain. Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari
pekerjaan disebut menganggur (unemployed).Oleh sebab itu penggangguran
termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah
diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja dan yang di PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja) tetapi masih berhasrat untuk bekerja.Angka Pengangguran
Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah
angkatan kerja.Angka tersebut sering disebut juga dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT). Pada tahun 2014 TPT Kabupaten Nunukan sebesar 5,7%.

Kebijakan tentang ketenagakerjaan pada umumnya tidak hanya diarahkan
pada besarnya angka pengangguran terbuka namun juga pada produktivitas tenaga
kerja yang rendah.Penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja adalah kualitas
sumberdaya manusia yang rendah, upah yang rendah dan ketidaksesuaian antara
latar belakang pendidikan / ketrampilan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan.

Komplemen dari TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), artinya jika TPT
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semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebaliknya. Pada tahun

2014 TPT Kabupaten Nunukan sebesar 94,30%.

f. Pendidikan

Keberhasilan suvatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana
keberhasilan  pembangunan manusia  seutuhnya.Indikator  keberhasilan
pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, diantaranya keberhasilan
bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai
fasilitas soaial lainnya.Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia
untuk meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan yang dimilikinya.Sesuai dengan
amanat yang diemban negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD
1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan dimensi pembentuk dan penentu kualitas sumber
daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata dan
menyeluruh dilaksanakan dengan adanya program wajib belajar dua belas tahun,
serta kejar paket A,B dan C. Tolak ukur umum yang bias digunakan untuk melihat
keberhasilan pendidikan di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan, baik gedung sekolah maupun tenaga pengajar dan rasio murid
terhadap guru. Secara umum sejak tahun pembelajaran 2000/2001 hingga
2014/2015 jumlah sarana sekolah jenjang TK hingga SMU/SMK, baik negeri
maupun swasta yang berada dibawah Diknas secara kuantitaif mengalami
perkembangan.Pada tahun 2014 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten

Nunukan terdiri dari 2 TK negeri dan 36 TK swasta, 126 SD negeri dan 18 SD
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swasta, 38 SLTP negeri dan 13 SLTP swasta, 9 SLTA Negeri dan 8 SLTA
swasta, 4 SLTA Kejuruan dan 3 SLTA swasta.

Salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga
pengajar yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan.Rasio murid — guru
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban kerja seseorang guru
terhadap muridnya. Rasio ini juga mencerminkan mutu pendidikan di kelas,
karena semakin besar angka ini berarti beban kerja seorang guru semakin berat
pula, dan pengawasan atau control yang dilakukan terhadap murid akan
berkurang. Rasio antara murid-guru untuk jenjang SD pada tahun 2014
mengalami perubahan, baik untuk SD negeri maupun swasta mengalami
perubahan.Untuk SD negeri sebesar 14 artinya seorang guru bertanggung jawab
terhadap 14 murid. Sedangkan untuk SD swasta sebesar 16 sehingga beban kerja
guru juga akan berat. Sedangkan pada tingkat SLTP negeri sebesar 15 angka ini
menunjukan kenaikan bila dibandingkan dengandata tahun lalu. Pada jenjang
SLTA negeri rasio murid — guru pada jenjang ini sama dengan tahun lalu yaitu
sebesar 19 yang artinya bahwa seorang guru harus bertanggung jawab terhadap 19

murid.

g. Kesehatan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang vital adalah
kesehatan.Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan dengan
tersediannya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua
lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.Pelayanan yang
kurang memadai harus didukung oleh sarana dan prasarana yang seimbang

dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten
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Nunukan pada tahun 2014 terdiri dari rumah sakit 1 buah, puskesmasl16 buah,
puskesmas pembantu 92 buah, puskesmas keliling 7 buah, posyandu 228 buah
serta 14 bidan praktek. Pada sisi yang lain dapat dilihat bahwa program KB
mempunyai tujuan yang bersifat kualitatif yang melambangkan norma keluarga
kecil bahagia dan sejahtera dan kuantitatif yaitu penurunan tingkat kelahiran
penduduk. Untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan
penurunan angka kelahiran (fertilitas) yang lebih cepat dari pada penurunan
kematian (mortalitas). Pada tahun 2014 di Kabupaten Nunukan dari 24.704
Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 15.182 adalah akseptor KB aktif dan 3.528
adalah akseptor baru. Menurut pemakaian jenis alat kontrasepsi yang paling
banyak dipakai alah alat KB suntik, yakni 55,30% disusul pil KB sebanyak
32,33%, sedangkan 12,37% memakai alat kontrasepsi selain kedua alat

kontrasepsi tersebut.

2. Tinjauan Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Nunukan.

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Bulungan yang terbentuk dengan dikeluarkannya Undang — undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Dengan
terbentuknya Kabupaten Nunukan ini, langkah awal yang perlu dibenahi adalah
penataan organisasi perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna
menjalankan roda — roda pemerintahan di awal bangkitnya kabupaten ini. Salah

satu organisasi perangkat pemerintah daerah adalah Kantor Kependudukan dan
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Catatan Sipil yang dibentuk pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2003 terjadi
perubahan struktur menjadi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan,
Catatan Sipil dan Kelurga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Pada Tahun 2008 terjadi lagi perubahan struktur dan nomenklatur dari
Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah menjadi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan berdasarkan
Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas — Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagai
tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

a. Visi, Misi, dan Tujuan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam
membangun dan melaksanakan manajemen kinerja dengan menjalankan
mandatnya, telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra SKPD sebagai tindak
lanjut RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2011 — 2016 sebagai berikut , visi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Terwujudnya Sistem
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, akurat dan dinamis.
Sedangkan misinya adalah Meningkatkan kualitas layanan administrasi
kependudukan, Meningkatkan tertib administrasi, Meningkatkan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kependudukan dan kesadara hokum masyarakat,

Membangun sistem dan jaringan imformasi kependudukan terpadu.
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Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan
kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan direncanakan untuk jangka waktu 5
(Lima) Tahun.Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan “ Better,
cheaper dan faster” (lebih baik, terjangkau dan tepat waktu)

b. Meningkatnya upaya tertib administrasi kependudukan

c. Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Kependudukan dengan
melibatkan instansi terkait dan unsur — unsur kewilayaan dalam rangka
mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan Warga
Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahan

d. Meningkatnya system dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 16 tahun 2003 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana yang
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan
Bupati Nunukan nomor 36 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
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Nunukan, maka dapat di jelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
1) Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mempunyai
tugas melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku.
2) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi sebagai berikut:
Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang telah ditetapkan.
1) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kesekretariatan dinas.
2) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang kependudukan.
3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang pencatatan Sipil.
4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang informasi dan teknologi jaringan data.
5) Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional

6) Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas
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7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

¢. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan senantiasa berusaha mengkoordinir
sumberdaya aparatur yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat dan mengoptimalkan
operasional system / perangkat yang dimiliki pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan. Sebagai Organisasi yang mempunyai
kewenangan dalam administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mempunyai struktur untuk pembagian
tugas dan koordinasi sumberdaya yang dimiliki. Adapun struktur organisasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

2) Kepala Sub Bagian Umum
3) Kepala Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Pendaftaran penduduk

2) Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Kelahiran dan kematian

2) Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

e. Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data, terdiri dari:
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1) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
2) Kepala Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Data
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran struktur organisasi tersebut dapat digambarkan kedalam

suatu bagan atau alur sebagaimana dibawah ini :

KEPALA
(ESELON 1I1B)
Jabatan SEKRETARIS
(ESELON IIL.A)
KA SUBBAG KA SUBBAG KA SUBBAG
KEUANGAN UMUM PENYUSUNAN
(ESELON 1V.A) (ESELON 1V.A) PROGRAM

(ESELON IV.A)

KABID. INFORMASI DAN

KABID. PENCATATAN SIPIL

KABID KEPENDUDUKAN
(ESELON IIL.B}

(ESELON 1I1.B)

TEKNOLOGI JARINGAN DATA
(ESELON II1.B)

|

KASI PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA
(ESELON IV.A)

KASI PENDAFTARAN KASI KELAHIRAN DAN
PENDUDUK KEMATIAN
(ESELON IV.A) (ESELON IV.A)

|

KASI PINDAH DATANG
PENDUDUK KASI PERKAWINAN DAN KASI TEKNOLOGI PERANGKAT
(ESELON IV.A) PERCERAIAN DAN JARINGAN DATA
(ESELON1V.A) (ESELON 1V.A)
UPTD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015
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rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ditunjang dengan

rincian Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Nunukan Sebanyak 61 orang, terdiri dari :

a.

b.

Kepala Dinas
Sekretaris
Kepala Bidang Kependudukan

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

. Kepala Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan

Data

Kasubbag Umum

. Kasubbag Keuangan

Kasubbag Penyusunan Program

. Kasi Pendaftaran Penduduk

Kasi Pindah Datang Penduduk

Kasi Kelahiran dan Kematian

Kasi Perkawinan dan Perceraian

Kasi Pengolahan dan Penyajian Data

Kasi Teknologi Perangkat dan Jaringan Data
Pelaksana :

PNS

Non NS
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Adapun Penjabaran Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana struktur
organisasi diatas | adalah sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta

melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
kesekretariatan dinas;

¢) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang kependudukan;

d) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang pencatatan sipil;

€) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang informasi dan teknologi jaringan data;

f) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan
Fungsional;

g) evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
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h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a) memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b) mengkoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis
operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

¢) membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan
dinas;

d) mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

e¢) membina dan mengendalikan penyelenggaraan perijinan dan pelayanan
umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

f) mengkoordinasikan  perumusan, perencanaan, pembinaan  dan
pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan;

g) mengkoordinasikan  perumusan, perencanaan, pembinaan  dan
pengendalian kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil;

h) mengkoordinasikan  perumusan, perencanaan, pembinaan  dan
pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi dan teknologi jaringan
data;

i) melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok

Jabatan Fungsional;
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j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

k) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil;

1) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

0) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan,;

p) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada
atasan; dan

q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris

Daerah sesuai lingkup tugasnya.

2). Sekretaris
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sekretaris mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan

kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif
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kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

a) pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b) pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

¢) pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d) pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit
kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e) evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga
dinas; dan

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan

acuan Kerja;
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¢) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d) merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

e) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum
dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Dinas;

f) merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
di lingkungan Dinas;

g) merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Dinas;

h) merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

i) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi
keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j) memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif bagi
pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

k) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait
yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

1) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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m) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta menyusun
petunjuk pemecahannya;

n) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

0) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

p) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan,;

q) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

r) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

lingkup tugas dan fungsinya.

Di dalam Sekretariat terdapat 3 (tiga) sub bagian yang masing —masing sub
bagian tersebut bertanggung jawab kepada sekretaris. Adapun tiga sub bagian
tersebuat sebagaimana penjabaran di bawah ini:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
Sub Bagian Penyusunan program dan pelaporan mempunyai tugas
pokok membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan dan melaksanakan
penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pelaporan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
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a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan
perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data
dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan
melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

¢) menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d) menyiapkan bahan dan melaksakan penyusunan laporan dalam rangka
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e) melakukan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan
minimal yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

f) menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil serta menyusun langkah tindak lanjutnya.

g) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan pembinaan
organisasi dan tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

i) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya
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memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing.

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas
menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
perlengkapan serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan
perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data
dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan

pengarsipan tatalaksana rumah tangga dinas.
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c) mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan
kebutuhan, penggandaan, pendistribusian / pemanfaatan, pemeliharaan dan
inventarisasi barang perlengkapan / perbekalan rumah tangga dinas.

d) menyelenggarakan pendokumentasian serta kepustakaan di lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

€) menyiapkan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan mengelola
urusan keprotokolan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

f) mengelola administrasi dan menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g) menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h) menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan pengembangan dan
pelatihan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

j) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas

masing-masing.
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m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

n) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

0) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkungan .

3) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian
Keuangan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas.

c) mengelola administrasi dan petatausahaan keuangan dinas yang meliputi
penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi
anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

d) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan

dinas.
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e) melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

f) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan
penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan.

g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

h) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing.

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

1) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

3). Kepala Bidang kependudukan.
Kepala Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta
melaksanakan pengelolaan urusan di bidang kependudukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan
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tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kependudukan

menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang kependudukan.

b) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di

bidang kependudukan.

¢) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis pelayanan pendaftaran penduduk.

d) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan

teknis pelayanan pindah datang penduduk.

€) monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pembinaan

dan pengawasan kependudukan.

f) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi , bidang kependudukan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Kependudukan sebagai
pedoman dan acuan kerja.

c) merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional di bidang
kependudukan.

d) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang

kependudukan.
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e) menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis bidang pendaftaran penduduk.

f) menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis bidang pindah datang penduduk.

g) merumuskan bahan kebijakan penyusunan proyeksi penduduk Kabupaten
Nunukan.

h) memantau kegiatan pendaftaran penduduk dan Pindah Datang Penduduk.
memantau pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelola Administrasi Kependudukan.

i) memantau kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi
kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

k) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.

1) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing.

n) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

0) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup

tugasnya.
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Bidang Kependudukan terdiri dari :
1) Seksi Pendaftaran Penduduk
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Kependudukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang
pendaftaran penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam membantu Kepala Bidang kependudukan
tersebut, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas sabagai
berikut:

a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan
perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta
data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi pendaftaran penduduk
sebagai pedoman dan acuan kerja.

c) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pendaftaran
penduduk sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d) melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma
di bidang pendaftaran penduduk lingkup Kabupaten.

e) melaksanakan bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk.

f) melaksanakan kegiatan pendaftaran penduduk;

g) melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, pengolahan data,
pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu

Keluarga, KTP elektronik dan Surat Keterangan Kependudukan.
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h) menyiapkan data dasar penduduk berdasarkan data hasil pelayanan
pendaftaran penduduk sebagai bahan kebijakan penyusunan proyeksi
penduduk Kabupaten Nunukan.

1) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

j) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

1) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing.

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

n) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

2) Seksi Pindah datang Penduduk.

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Kependudukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pindah datang
penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Seksi

Pindah Datang Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
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a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan
perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data
dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Pindah datang Penduduk
sebagai pedoman dan acuan kerja.

¢) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengawasan pindah
datang penduduk sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

d) melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di
bidang pindah datang penduduk lingkup Kabupaten.

e) melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pindah datang
penduduk

f) melaksanakankegiatan Pindah Datang Penduduk.

g) melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk, pengolahan data dan
penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk.

h) menyiapkan data dasar pindah datang penduduk sebagai bahan kebijakan
Penyusunan Proyeksi Penduduk Kabupaten Nunukan.

i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

j) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya.

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

bidang tugasnya.
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1) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing.

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

n) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya.

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup

tugasnya.

d. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan
pengelolaan urusan di bidang pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pencatatan Sipil menyelenggarakan
fungsi :
a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pencatatan sipil.
b) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di
bidang pencatatan sipil.
¢) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang pencatatan kelahiran dan kematian.
d) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang perkawinan dan perceraian.
¢) monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pencatatan

sipil.
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f) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang Pencatatan Sipil uraian tugas sebagai berikut:

a) .mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya.

b) menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pencatatan Sipil sebagai
pedoman dan acuan kerja.

¢) merumuskan bahan penetapan kebijakan dan perencanaan operasional di
bidang pencatatan sipil.

d) menyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis bidang pencatatan sipil.

e) menyusun bahan kebijakan dalam rangka fasilitasi, sosialisasi dan
penetapan rencana kebijakan Pencatatan Sipil.

f) merumuskan bahan kebijakan pencatatan kelahiran dan kematian dan
pencatatan perkawinan dan perceraian.

g) memantau kegiatan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi,
supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.

h) memantau Kkegiatan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran
dan kematian dan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian

dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten.
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1) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah.

j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya.

I) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing.

m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan.

n) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :
1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
(1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pencatatan Sipil menyiapkan bahan perencanaan
teknis dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pencatatan kelahiran
dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam membantu

Kepala Bidang Pencatatan Sipil tersebut Seksi Pencatatan Kelahiran dan

Kematian mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Kepala

Bidang Pencatatan Sipil menyiapkan bahan perencanaan teknis dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi pencatatan kelahiran dan
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kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sedangkan didalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Seksi Pencatatan Kelahiran

dan Kematian mempunyai uraian tugas subagai berikut:

a) menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan tugasnya.

b) menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Pencatatan
Kelahiran dan Kematian sebagai pedoman dan acuan kerja.

¢) menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan pencatatan
kelahiran dan kematian sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku

d) melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma
di bidang pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;

e) menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem informasi
administrasi kependudukan (SIAK);

f) menyelenggarakan pencatatan peristiwa penting lainnya serta penerbitan
kutipan akta kelahiran dan kematian;

g) melakukan penatausahaan dokumen pencatatan kelahiran dan kematian;

h) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
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j) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya,

k) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing;

I) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan;

m) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pencatatan Sipil menyiapkan bahan perencanaan
teknis dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pencatatan
perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut Seksi Pencatatan
Perkawinan dan Perceraian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan tugasnya;

b) menyusun rencana Kkerja, program dan kegiatan Seksi pencatatan
perkawinan dan perceraian sebagai pedoman dan acuan kerja;

c) menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di seksi pencatatan
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perkawinan dan perceraian sesuai lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

d) melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma
di seksi pencatatan perkawinan dan perceraian;

e) melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, penerbitan kutipan akta
perkawinan, kutipan akta perceraian dan peristiwa penting lainnya,

f) melakukan penatausahaan dokumen pencatatan perkawinan dan
perceraian;

g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing;

k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan;

1) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup

tugasnya.

e. Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data
Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan dan perencanaan
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operasional serta melaksanakan urusan di bidang informasi dan teknologi

jaringan data sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Informasi dan Teknologi

Jaringan Data menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Informasi dan
Teknologi Jaringan Data;

b) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di
bidang Informasi dan Teknologi jaringan Data;

¢) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang Pengelolaan dan Penyajian Data ;

d) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang teknologi jaringan dan komunikasi data;

€) monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang informasi
dan teknologi jaringan data;

f) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian tugas Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data
sebagaimana tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

a) menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) menyusun kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bidang
Informasi dan Teknologi Jaringan Data sesuai lingkup tugasnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;
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c) menyusun rencana, program kerja dan kegiatan Bidang Informasi dan
Teknologi Jaringan Data sebagai pedoman dan acuan kerja;

d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan
sistem informasi administrasi kependudukan;

e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan
informasi administrasi kependudukan;

f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan
penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan;

g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
dokumentasi  kebijakan = pengelolaan  informasi = administrasi
kependudukan;

h) Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pendataan dan Informasi Penduduk terdiri atas :
1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data
Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data
menyiapkan bahan perencanaan teknis dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang pengelolaan dan penyajian data sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Adapun uraian tugas Seksi Pengolahan Data Penduduk dalam
membantu Kepala Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan Data tersebut,

adalah sebagai berikut :
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a) menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan tugasnya;

b) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis, pedoman dan
petunjuk teknis bidang pengelolaan dan penyajian data sesuai lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

¢) menyusun rencana, program kerja dan kegiatan Seksi Pengelolaan dan
penyajian data sebagai pedoman dan acuan kerja;

d) melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di
bidang pengelolaan dan penyajian data;

e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data penduduk
dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan
fasilitasi pemeliharaan database administrasi kependudukan;

f) memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang merupakan hasil
pelayanan pendaftaran penduduk;

g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

h) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai
lingkup tugasnya serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
berkaitan dengan bidang tugasnya;

j) membagi, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan

arahan serta penilaian kinerja kepada bawahannya;
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k) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya;

2) Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data
Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan

Data menyiapkan bahan perencanaan teknis dan melaksanakan program dan

kegiatan di seksi teknologi perangkat dan jaringan komunikasi data sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.Adapun uraian tugas Seksi Teknologi

Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data adalah sebagai berikut :

a) menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya
yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis, pedoman dan
petunjuk teknis di bidang teknologi jaringan dan komunikasi data sesuai
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

¢) menyusun rencana, program kerja dan kegiatan Seksi teknologi
perangkat dan jaringan komunikasi data sebagai pedoman dan acuan
kerja;

d) melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan
pembangunan teknologi perangkat dan jaringan komunikasi data;

e) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit kerja terkait

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
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f) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

g) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

h) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugas masing-masing;

1) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan,;

j) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

k) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai
kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.Unit Pelaksana Teknis Dinas di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan sebagain tugas Dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis
Dinas akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit
Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang

dimiliki.Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsionaladalah sebagai berikut :
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a) menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas;

b) melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan
keahlian yang dimiliki;

¢) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta
ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;

d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

€) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
dan menyusun saran tindak lanjut;

f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan

yang berlaku.

f. Sumber Daya Manuasia

Sumber daya manusia merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan
organisasi.Sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan terdiri dari PNS dan non PNS, dengan
tingkat pendidikan yang berbeda-beda.Berikut ini adalah komposisi sumber daya
manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan

tahun 2015 sebagaimana dibawah ini.
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Komposisi SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nunukan tahun 2015.
Tingkat Pendidikan
No | Uraian S1/ D-11I/
S3 | S2 SLTA | SLTP | SD | Jumlah
D-IV | D-II
Struktural
Kepala Dinas - 1 - - - - - 1
1 | Sekretaris - - 1 - - - - 1
Kepala Bidang | - - 3 - - - - 3
Kepala Seksi - - 8 1 - - - 9
Sub Jumlah - 1 12 1 - - - 14
2 | Pegawai / Staf - - 1 4 16 - - 21
Sub Jumlah - - 1 4 16 - - 21
3 :zrg:k Kemal= s 3 15 |1 2 |26
Sub Jumlah - - 5 3 15 1 2 |26
4 | Honor Lepas - - - - - - - -
Sub Jumlah - - - - - - - -
Jumlah Total Pegawai PNS dan non PNS 61

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015

Berdasarkan data diatas, dari jumlah sumberdaya aparatur sebanyak 61

(enam puluh satu ) orang baik PNS dan Non PNS dapat dilihat bahwa dengan

tingkat pendidikan aparatur terutama yang PNS, yang mendominasi adalah
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mereka yang pendidikan SMA, dengan jumlah 16 (enam belas) orang. Sedangkan
sisanya adalah bependidikan S2, S1 dan D3. Sedangkan 26 (dua puluh enam )

orang merupakan tenaga kerja kontrak.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil sebaran kuisioner pada sebanyak 58 responden di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka didapatkan data masing-
masing variabel penelitian yang meliputi: partisipasi masyarakat (X,), kinerja
aparatur pemerintah (X;), dan pelayanan KTP elektronik (YY), sebagaimana

tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah Skor Total Partisipasi masyarakat (X;),
Kinerja Aparatur Pemerintah (X;), dan Pelayanan KTP Elektronik (Y)

Jumlah Skor Jum!ah Skor Jumlah Skor
Responden Partisipasi :(::_::;J: v Pell??;: an
Penelitian masyarakat para .
X)) pemerintah elektronik

(X2) x)
1 50 45 55
2 45 46 45
3 44 48 43
4 45 45 45
5 44 43 44
6 51 50 50
7 49 47 45
8 50 47 50
9 47 46 46
10 49 46 48
11 38 52 41
12 34 48 38
13 49 36 45
14 39 37 34
15 36 40 39
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16 47 54 54
17 38 45 50
18 36 32 35
19 44 34 36
20 40 38 36
21 49 47 51
22 36 56 55
23 37 52 41
24 40 48 50
25 34 42 38
26 50 36 46
27 41 38 36
28 40 38 34
29 50 46 55
30 37 40 39
31 47 47 50
32 36 31 35
33 39 46 47
34 48 35 47
35 41 34 36
36 40 38 36
37 35 34 33
38 34 31 33
39 41 29 36
40 32 30 33
41 44 42 42
42 55 53 55
43 42 51 38
44 34 35 33
45 34 32 33
46 39 41 39
47 34 38 33
48 55 56 49
49 41 50 41
50 42 51 38
51 36 36 35
52 37 38 36
53 41 41 41
54 33 38 34
55 41 40 39
56 54 54 51
57 40 42 40
58 50 47 50
Jumlah 2434 2462 2437

Sumber: Hasil Olahan Data Kuisioner (lihat Lampiran 5)
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Dari tabel 4.1 di atas, maka output yang dihasilkan melalui program

SPSS versi 14, adalah sebagaimana pada tabel 4.2 di halaman berikut ini.

Mengacu pada tabel 4.2 tersebut, maka uraian statistik deskriptif 58

responden penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai

berikut:
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
P Kinerja Pelayanan
l::::tl::::: aparatur KTP

y pemerintah elektronik
N Valid 58 58 58
Missing 0 0 0
Mean 41.97 42 .45 42.02
Minimum 32 29 33
Maximum 55 56 55

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS.

a. Partisipasi masyarakat

Rata-rata jawaban 58 responden mengenai partisipasi masyarakat adalah

41,97. Jumlah skor jawaban terendah adalah 32 sedangkan yang tertinggi

adalah 55. Apabila setiap jumlah skor jawaban responden dibandingkan

dengan rata-rata jumlah skor jawaban, maka masih terdapat beberapa

permasalahan partisipasi masyarakat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, yaitu sekitar 56,90% (sebanyak 33 responden).

. Kinerja aparatur pemerintah

Rata-rata jawaban 58 responden mengenai kinerja aparatur pemerintah

adalah 42,45. Jumlah skor jawaban terendah adalah 29 sedangkan yang
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tertinggi adalah 56. Apabila setiap jumlah skor jawaban responden
dibandingkan dengan rata-rata jumlah skor jawaban, maka masih terdapat
beberapa permasalahan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, yaitu sekitar 51,72% (sebanyak 30 responden).
c. Pelayanan KTP elektronik

Rata-rata jawaban 58 responden mengenai pelayanan KTP elektronik adalah
42,02. Jumlah skor jawaban terendah adalah 33 sedangkan yang tertinggi
adalah 55. Apabila setiap jumlah skor jawaban responden dibandingkan
dengan rata-rata jumlah skor jawaban, maka masih terdapat beberapa
permasalahan pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, yaitu sekitar 56,90% (sebanyak 33 responden).

2. Uji Hipotesis
a. Uji Persyaratan Dasar
Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, serta menguji koefisen
korelasi dan regresi, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas serta
normalitas data variabel penelitian. Berikut ini akan diuraikan pembahasan satu
persatu dari analisis uji validitas data, reliabilitas data dan normalitas data
variabel penelitian(partisipasi masyarakat, kinerja aparatur pemerintah, dan
pelayanan KTP elektronik).
Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 6-8, dapat disimpulkan
bahwa seluruh butir instrumen variabel penelitian (partisipasi masyarakat,
kinerja aparatur pemerintah, dan pelayanan KTP elektronik) adalah valid.

Sebab, harga 7 jiung lebih besar dari harga 7 e (0,300). Berikut ini diuraikan
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hasil perhitungan validitas variabel penelitian (partisipasi masyarakat, kinerja
aparatur pemerintah, dan pelayanan KTP elektronik).

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Butir Instrumen Partisipasi Masyarakat (X;), Kinerja

Aparatur Pemerintah (X;), dan Pelayanan KTP Elektronik (Y)

Butir T hitung

Instrumen X, X Y T tabel Keterangan

0,747 | 0,767 | 0,811 0,300 Instrumen Valid
0,512 | 0,762 | 0,480 0,300 Instrumen Valid
0,632 | 0,814 | 0,658 0,300 Instrumen Valid
0,622 | 0,701 | 0,760 0,300 Instrumen Valid
0,408 | 0,644 | 0,438 0,300 Instrumen Valid
0,494 | 0,518 | 0,634 0,300 Instrumen Valid
0,575 | 0,715 | 0,704 0,300 Instrumen Valid
0,357 | 0,736 | 0,451 0,300 Instrumen Valid
0,437 | 0,504 | 0,425 0,300 Instrumen Valid
0,328 | 0,581 | 0,303 0,300 Instrumen Valid
0,537 | 0,668 | 0,625 0,300 Instrumen Valid
0,310 | 0,400 | 0,408 0,300 Instrumen Valid

Sumber: Hasil Analisis Data (lihat Lampiran 6-8).

O >0 ®I U AW -

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 9-11, disimpulkan bahwa
seluruh data variabel penelitian (partisipasi masyarakat, kinerja aparatur
pemerintah, dan pelayanan KTP elektronik) adalah reliabel, sebab harga 7 pinng
lebih besar dari harga r e (0,300). Berikut ini diuraikan hasil perhitungan
reliabilitas variabel penelitian (partisipasi masyarakat, kinerja aparatur

pemerintah, dan pelayanan KTP elektronik).
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Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas Data Partisipasi masyarakat (X;), Kinerja aparatur
pemerintah (X;), dan Pelayanan KTP elektronik (Y)

Variabel ¥ hitung T table Keterangan
X, 0,981 0,300 Data Reliabel
X5 0,993 0,300 Data Reliabel
Y 0,983 0,300 Data Reliabel

Sumber: Hasil Analisis Data (lihat Lampiran 9-11).

Sedangkan uji normalitas data variabel penelitian dihitung melalui
metode Kolmogorov-Smirnov (one-sample test—KS). Berdasarkan tabel 4.5
berikut ini menunjukkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) partisipasi masyarakat
(0,272); Asymp. Sig (2-tailed) kinerja aparatur pemerintah (0,461); dan Asymp.
Sig (2-tailed) pelayanan KTP elektronik (0,248) adalah lebih besar dari derajat
kesalahan yang ditetapkan (0,050). Hal ini berarti masing-masing data variabel

penelitian adalah baik, karena berdistribusi normal.

Tabel 4.5
Uji Normalitas Data Variabel X;, X;,dan Y
. . . | Kinerja
Partisipasi aparatur | Pelayanan KTP
masyaraka . .
¢ pemerinta elektronik
h
N 58 58 58
Mean 41.97 4245 42.02
Normal
Parameters(a,b) | S 6.181 7.163 6.957
Deviation
Absolute 131 112 134
Most Extreme .
Differences Positive 131 112 134
Negative -.097 -.105 -.099
Kolmogorov-Smirnov Z 998 853 1.021
Asymp. Sig. (2-tailed) 272 461 .248
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1) Nilai dan Uji Signifikansi Korelasi Product Moment Sederhana

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka output

korelasi sederhana yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Korelasi Sederhana Partisipasi masyarakat Terhadap
Pelayanan KTP Elektronik

Partisipasi Pelayanan KTP
masyarakat elektronik
Pearson
. Correlation 1 T55(*%)
Partisipasi : :
masyarakat Sig. (2-tailed) .000
N 58 58
Pearan 75500 1
Pelayanan KTP — :
elektronik Sig. (2-tailed) .000
N 58 58

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.7

Korelasi Sederhana Kinerja aparatur pemerintah Terhadap
Pelayanan KTP elektronik

aK:::_(:;Ja Pelayanan KTP
P . ur elektronik
pemerintah
Pearson . 1 12(+%)
Kinerja Correlation
aparatur ; ;
. (2-tailed .000
pemerintah Sig. (2-1ailed)
N 58 58
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Pearson 112(%% 1
Correlation T12(*)

Pelayanan KTP

elektronik Sig. (2-tailed) 000
N 58 58

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 di atas, diketahui nilai dan signifikansi

korelasi sederhana variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

a. Korelasi partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 0,755. Nilai Asymp.

Sig (2-tailed) partisipasi masyarakat (0,000) adalah lebih kecil dari

derajat kesalahan (0= 0,050), maka H, : p = 0 adalah ditolak, dan H, : p #

0 adalah diterima.

b. Korelasi kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 0,712. Nilai Asymp.

Sig (2-tailed) kinerja aparatur pemerintah (0,000) adalah lebih kecil dari

derajat kesalahan (o= 0,050), maka H, : p = 0 adalah ditolak, dan H, : p #

0 adalah diterima.

2) Nilai dan Uji Signifikansi Korelasi Product Moment Ganda

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka oufput uji

signifikansi korelasi ganda yang dihasilkan sebagai berikut:
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Tabel 4.8

Korelasi Ganda Partisipasi masyarakat dan Kinerja aparatur pemerintah
Secara Bersama-sama Terhadap Pelayanan KTP elektronik

Model R ( Std. Error of the Estimate

|

a Predictors: (Constant), Kinerja aparatur, Partisipasi masyarakat
b Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

1 .850(a) 3.729

Dari tabel 4.8 di atas, diketahui nilai korelasi ganda partisipasi masyarakat
dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama terhadap pelayanan
KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar
0,850.

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka output uji

signifikansi korelasi ganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Signifikansi Korelasi Ganda
Model 5:,::'"‘2 df ;::“::’e F Sig.
Regression 1994.140 2| 997.070 | 71.700 | .000(a)
1 Residual 764.843 55|  13.906
Total 2758.983 57|

a Predictors: (Constant), Kinerja aparatur pemerintah, Partisipasi masyarakat
b Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.9 di atas, maka diketahui nilai uji signifikansi korelasi ganda

partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama
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terhadap pelayanan KTP elektronik adalah dengan Asymp. Sig (2-tailed)

partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama

terhadap pelayanan KTP elektronik (0,000) adalah lebih kecil dari derajat

kesalahan (a= 0,050), maka H, : p = 0 adalah ditolak, dan H, : p # 0 adalah

diterima.

c. Persamaan Regresi Linear Sederhana dan Ganda

1) Uji Signifikansi Model Persamaan Regresi Linear Sederhana dan

Ganda

a) Uji Heteroskedastisitas Regresi Linear Sederhana

Dari perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka output uji

heteroskedastisitas yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas Melalui Ketentuan VIF

Model | Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
1 Partisipasi
& masyarakat 1.000 1.000
2 Kinerja aparatur 1,000 1000
‘pemerintah . .

a Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.10 di atas menunjukkan, tidak terjadi heterokedastisitas

untuk seluruh hubungan antar variabel, karena nilai V/F partisipasi

masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik (1,000), dan nilai VIF

kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik (1,000),
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adalah lebih kecil dari 2. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi bila VIF > 2.

b) Uji Heteroskedastisitas Regresi Linear Ganda

Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka output uji

heteroskedastisitas yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas Melalui Ketentuan VIF
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

(Constant)
Partisipasi

1 masyarakat 757 1.321
Kmerj.a aparatur 757 1.321
pemerintah

a Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas untuk
seluruh hubungan antar variabel, karena nilai VIF partisipasi masyarakat
terhadap pelayanan KTP elektronik (1,321), dan nilai VIF kinerja
aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik (1,321) adalah <

2. Heteroskedastisitas terjadi bila nilai VIF > 2.

2) Uji Multikolinearitas Regresi Linear Ganda
Dalam pengujian ini, model persamaan regresi ganda yang terbentuk
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam
penelitian ini, cara pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara

melakukan pengujian Durbin Watson (DW).
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Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS versi 14, maka output uji

multikolinearitas yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12

Uji Multikolinearitas Melalui Matrik Durbin Watson (DW)

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

Model

1 3.729 1.657

a Predictors: (Constant), Kinerja aparatur, Partisipasi masyarakat
b Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.12 di atas, nilai Durbin Watson yang didapatkan adalah sebesar
1,657 berada diantara nilai 1,650 < DW < 2,350. Hal ini berarti model
regresi ganda dalam penelitian ini adalah baik, karena tidak terjadi

autokorelasi antar variabel bebas.

3) Uji Adjusted R
Dari hasil perhitungan melalui Program SPSS Versi 14, didapatkan output
data sebagai berikut:

a) Uji Adjusted R? partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP

elektronik
Tabel 4.13
Uji Adjusted R
Adjusted R Std. Error of
Model R Square the Estimate
1 .755(a) 563 4.602
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Dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R? yang

didapat adalah sebesar 0,563 (56,30%).

b) Uji Adjusted R? kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP

elektronik
Tabel 4.14
Uji Adjusted R*
Adjusted R Std. Error of
Model R Square the Estimate
1 112(a) 498 4.928

a Predictors: (Constant), Kinerja aparatur pemerintah
b Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R yang

didapat adalah sebesar 0,498 (49,80%).

¢) Uji Adjusted R? partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah
secara Bersama-sama terhadap pelayanan KTP elektronik

Tabel 4.15
Uji Adjusted R?
Adjusted R Std, Error of
Model R Square the Estimate
1 .850(a) 713 3.729

a Predictors: (Constant), Partisipasi masyarakat, Kinerja aparatur
b Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R? yang

didapat adalah sebesar 0,713 (71,30%).
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4) Model Persamaan Regresi Linear Sederhana dan Ganda
a) Model persamaan regresi linear sederhana partisipasi masyarakat
terhadap pelayanan KTP elektronik
Dari hasil perhitungan melalui Program SPSS Versi 14, didapatkan

output data sebagai berikut:

Tabel 4.16
Model Persamaan Regresi Linear Sederhana
Unstandardized
Model Cocfficients t Sig.

B Std. Error

(Constant) 6.351 4.182 1 1.519 134

1 PR
Partisipasi 850 099 | 8620 .000
masyarakat

a Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.16 di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana
partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik di bawah ini

telah dianggap valid/signifikan, yaitu:

Y = 6,351 + 0,850 X;

b) Model persamaan regresi linear sederhana kinerja aparatur pemerintah
terhadap pelayanan KTP elektronik

Dari hasil perhitungan melalui Program SPSS Versi 14, didapatkan

output data sebagai berikut:
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Tabel 4.17
Model Persamaan Regresi Linear Sederhana
Unstandardized
Model Coefficients t Sig.

B Std. Error

(Constant) 12.659 3.922 3.2271 .002

1 N
Kinerja aparatur 692 091 7.589| .000
pemerintah

a Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik

Dari tabel 4.17 di atas, maka model persamaan regresi linear sederhana
kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik di bawah

ini telah dianggap valid/signifikan, yaitu:

Y = 12,659 + 0,692 X,

c) Model persamaan regresi linear ganda partisipasi masyarakat dan kinerja
aparatur pemerintah secara bersama-sama terhadap pelayanan KTP
elektronik

Dari hasil perhitungan melalui Program SPSS Versi 14, didapatkan

output data sebagai berikut:

Tabel 4.18
Model Persamaan Regresi Linear Ganda
Unstandardized
Model Coefficients

B Std. Error t Sig.

(Constant) -1.708 3.692 -.463 .646
; | Partisipasi 601 092 6543 .000

masyarakat
Kinerja aparatur 436 079 5502  .000
pemerintah

a Dependent Variable: Pelayanan KTP elektronik
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Dari tabel 4.18 di atas, maka model persamaan regresi linear ganda
partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-
sama terhadap pelayanan KTP elektronik, di bawah ini telah dianggap

signifikan, yaitu:

Y = - 1,708 + 0,601 X, + 0,436 X,

3. Pembahasan

Sebagaimana hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu
dibahas berkaitan dengan permasalahan system monitoring dan kinerja aparatur
pemerintah serta pengaruhnya terhadap pelayanan KTP elektronik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebagai berikut:

a. Variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi pelayanan KTP elektronik
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah partisipasi masyarakat.
Hal ini disebabkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP
elektronik (= 0,755) adalah lebih besar daripada pengaruh kinerja aparatur
pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik (r = 0,712).

b. Model persamaan regresi linear sederhana yang paling baik memberikan
kontribusi prediksi kepada organisasi adalah model persamaan regresi linear
sederhana partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik
(Y = 6,351 + 0,850 X;) dibandingkan dengan model persamaan regresi linear
sederhana kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik
(Y = 12,659 + 0,692 X,). Hal ini disebabkan kontribusi prediksi model
persamaan regresi linear sederhana partisipasi masyarakat terhadap pelayanan

KTP elektronik adalah lebih tinggi dibandingkan dengan model persamaan
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regresi linear sederhana kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP
elektronik.

c. Besarnya variasi perubahan pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang mampu dijelaskan oleh partisipasi masyarakat pada
saat ini mencapai sekitar 56,30%, sedangkan sisanya sebesar 43,70%
dipengaruhi dari variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam
model persamaan regresi sederhana dan tidak diteliti. Dengan demikian
kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik pada saat
sekarang ini dinilai cukup tinggi.

d. Besarnya variasi perubahan pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang mampu dijelaskan oleh kinerja aparatur pemerintah
pada saat ini mencapai sekitar 49,80%, sedangkan sisanya sebesar 50,20%
dipengaruhi dari variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam
model persamaan regresi sederhana dan tidak diteliti. Dengan demikian
kontribusi kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP elektronik
pada saat ini sekarang dinilai cukup tinggi.

e. Besarnya variasi perubahan pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil yang mampu dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan
kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama pada saat ini mencapai
sekitar 71,30%, sedangkan sisanya sebesar 28,70% dipengaruhi dari variabel
bebas lain yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan regresi ganda
dan tidak diteliti. Dengan demikian kontribusi partisipasi masyarakat dan
kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama terhadap pelayanan KTP

elektronik pada saat sekarang ini dinilai tinggi.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Partisipasi masyarakat berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pelayanan
KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencapai
sebesar 0,755. Besarnya variasi perubahan pelayanan KTP elektronik yang
mampu dijelaskan oleh partisipasi masyarakat yang dimasukkan dalam model
persamaan regresi sederhana tersebut adalah sekitar 56,30% sehingga
kontribusi partisipasi masyarakat terhadap pelayanan KTP elektronik pada saat
sekarang ini dinilai cukup tinggi. Apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan
sebesar 1 unit, sementara nilai konstantanya tetap, maka diperkirakan selisih
pelayanan KTP elektronik akan mencapai sebesar 0,850 unit.

2. Kinerja aparatur pemerintah berpengaruh kuat dan signifikan terhadap
pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
mencapai sebesar 0,712. Besarnya variasi perubahan pelayanan KTP elektronik
yang mampu dijelaskan oleh kinerja aparatur pemerintah yang dimasukkan
dalam model persamaan regresi sederhana tersebut adalah sekitar 49,80%
sehingga kontribusi kinerja aparatur pemerintah terhadap pelayanan KTP
elektronik pada saat sekarang ini dinilai cukup tinggi. Apabila kinerja aparatur
pemerintah ditingkatkan sebesar 1 unit, sementara nilai konstantanya tetap,
maka diperkirakan selisih pelayanan KTP elektronik akan mencapai sebesar

0,692 unit.
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3. Partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama
berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap pelayanan KTP elektronik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencapai sebesar 0,850. Besarnya
variasi perubahan pelayanan KTP elektronik yang mampu dijelaskan oleh
partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah secara bersama-sama
yang dimasukkan dalam model persamaan regresi ganda tersebut adalah sekitar
71,30% sehingga kontribusi partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur
pemerintah secara bersama-sama terhadap pelayanan KTP elektronik pada saat
sekarang ini dinilai tinggi. Apabila partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur
pemerintah secara bersama-sama ditingkatkan sebesar 1 unit, sementara nilai
konstantanya tetap, maka diperkirakan selisih pelayanan KTP elektronik akan

mencapai sebesar 1,037 unit.

B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, beberapa saran yang perlu
dikemukakan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebaiknya
lebih meningkatkan ketersediaan fasilitas untuk berbagai pelayanan umum,;
serta keindahan dan kebersihan lingkungan kerjanya.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan perlu lebih
meningkatkan fungsi informasi kepada publik terutama dalam hal pengurusan
surat pembuatan KTP dan prosedur baru lainnya.

3. Dengan segala keterbatasan yang ada saat ini, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan perlu meningkatkan pemberian
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pendidikan dan pelatihan, dan pengikutsertaan pegawai dalam kegiatan

seminar, kurang adanya rutinitas diskusi secara berkala, dan lain sebagainya.
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Lampiran1:

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMASI

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelayanan KTP elektronik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

2. Dalam partisipasinya, Apakah masyarakat mempunyai kesadaran untuk
melengkapi identitas diri berupa kepemilikan KTP elektronik?

3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pelayanan KTP elektronik tersebut
sudah sesuai dengan yang di harapkan?

4. Apakah terdapat hambatan — hambatan pelayanan KTP elektronik?

5. Bagaimana cara mengatasi hambatan — hambatan tersebut?

6. Apakah Peralatan pendukung pelayanan KTP elektronik sudah sesuai yang
diharapkan?

7. Apakah persyaratan yang ditetapkan terkait pelayanan KTP elektronik
memberatkan masyarakat?

8. Bagaimana dengan program - program yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat berpartisipasi

dalam pelayanan KTP elektronik?

KONSULTASI

9. Bagaimana dengan penempatan sumber daya aparatur yang menangani

pelayanan KTP elektronik?
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10. Apakah petugas yang menangani pelayanan KTP elektronik tersebut
mempunyai kemampuan sesuai yang diharapkan?

11. Bagaimana solusi yang diberikan jika terjadi ketidakpahaman masyarakat
pada saat pengurusan KTP elektronik?

12. Apakah setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait pelayanan
KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan

solusi penyelesaian yang tepat?

KOLABORASI

13. Bagaimana dengan keterkaitan antar bidang dalam pelayanan KTP elektronik
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

14. Apakah komunikasi dengan pihak — pihak terkait dalam hal ini kecamatan,
kelurahan dan desa terjalin dengan baik?

15. Dalam melaksanakan program - program Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terkait partisipasi masyarakat pelayanan KTP elektronik ,
apakah melibatkan pihak — pihak lain?

16. Siapakah pihak — pihak lain tersebut, dan sejauh mana kapasitasnya dalam
mendukung program pelayanan KTP elektronik?

17. Apa yang dilakukan terhadap pemeliharaan sistem / perangkat pendukung di
kecamatan?

18. Bagaimana penanganan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan?

KEPUTUSAN BERSAMA

19. Apakah dalam pelayanan KTP elektronik melibatkan pihak swasta?
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20. Apakah setiap produk hukum yang ditetapkan terkait partisipasi masyarakat
dalam pelayanan KTP elektronik melibatkan pihak lain?

21. Siapa pihak — pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut?

22. Apakah dalam penetapannya akan berdampak pada partisipasi masyarakat
dalam pelayanan KTP elektronik?

23. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman terhadap
obyek penerapan keputusan bersama tersebut dalam hal ini kepada

masyarakat?

PEMBERDAYAAN

24. Apakah setiap program — program atau kegiatan terkait pelayanan KTP
elektronik berdampak pada partisipasi masyarakat sesuai dengan yang
diharapkan?

25. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap program pelayanan KTP
elektronik di Kabupaten Nunukan?

26. Dalam melibatkan peran serta masyarakat, apakah dalam memberikan
pelayanan pelayanan KTP elektronik memperhatikan kondisi sosial ekonomi
masyarakat?

27. Apakah memperhatikan sikap dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat
dalam melakukan pelayanan KTP elektronik?

28. Bagaimana dengan pemberian pelayanan KTP elektronik terhadap kelompok
masyarakat yang mempunyai akses transportasi yang jauh dari ibu kota

kabupaten dan wilayah yang susah dijangkau?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis kelamin
2. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan :
3. Usia

IL. PETUNJUK PENGISIAN
Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia menurut Bapak/

: Laki-laki / Perempuan

42904.pdf

Ibu/Saudara paling sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dilihat dan

dilaksanakan selama dalam perjalanan. Informasi yang diberikan semata-

mata untuk kepentingan penelitian.

Keterangan :

SB = Sangat baik

B = Baik

KD = Kurang baik

TB = Tidak baik

STB = Sangat tidak baik

No

Kinerja Aparatur Pemerintah

SB

TB

STB

Kreativitas aparatur pemerintah dalam
enyelesalian kerja.

Inovasi aparatur pemerintah dalam
penyelesaian kerja.

Pengetahuan aparatur pemerintah.

Efektivitas kerja aparatur pemerintah.

Efisiensi kerja aparatur pemerintah.

AN N b W

Kesesuaian kualitas aparatur pemerintah
terhadap output atau beban kerja yang
dihasilkan.

Kesesuaian kuantitas aparatur pemerintah
terhadap output atau beban kerja yang
dihasilkan.

Berunding dengan orang lain melalui
diskusi untuk mencapai kesepakatan dalam
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hasil kerja.

9 | Berunding dengan orang lain melalui
kompromi untuk mencapai kesepakatan
dalam hasil kerja.

10 | Jumlah hasil kerja yang dapat dimanfaat-
kan.

11 | Jumlah hasil kerja yang dibuat tepat
waktunya.

12 | Penemuan solusi atas situast sulit atau
membingungkan.

13 | Kesesuaian pemanfaatan sarana terhadap
output kerja yang dihasilkan.

14 | Kesesuaian pemanfaatan prasarana kerja
terhadap output kerja yang dihasilkan.

15 | Membangkitkan semangat diri.

16 | Membangkitkan semangat orang lain.

17 | Penghargaan kerja yang diberikan
pimpinan.

18 | Menunjukkan otoritas yang kuat dan
kapasitas untuk memimpin

19 | Penyelesaian tanggung jawab kerja.

20 | Upaya peningkatan prestasi kerja
No Pelayanan Pembuatan KTP SB TB | STB

1 | Kondisi fasilitas pelayanan pembuatan
KTP berpenampilan baik.

2 | Kondisi prasarana pelayanan pembuatan
KTP berpenampilan baik.

3 | Daya tarik visual fasilitas pelayanan
pembuatan KTP.

4 | Ketersediaan peralatan penunjang kerja
pelayanan pembuatan KTP berpenampilan
modern.

5 | Pegawai pelayanan pembuatan KTP
berpenampilan rapi.

6 | Materi-materi berkaitan dengan layanan
pembuatan KTP (seperti papan
pengumuman, dll) berdaya tarik visual.

7 | Ketika petugas pelayanan pembuatan KTP
berjanji untuk melakukan sesuatu pada
waktu tertentu, mereka menepatinya.

8 | Sewaktu anda memiliki masalah, petugas
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pelayanan pembuatan KTP sungguh-
sungguh berusaha membantu
memecahkannya.

Petugas pelayanan pembuatan KTP
memberikan layanannya secara tepat sejak
awal.

10

Petugas pelayanan pembuatan KTP
menyediakan layanannya sesuai dengan
waktu yang mereka janjikan.

11

Petugas pelayanan pembuatan KTP selalu
mengupayakan catatan yang bebas dari
kesalahan.

12

Petugas pelayanan pembuatan KTP
memberitahu anda kapan persisnya
layanan akan diberikan.

13

Petugas pelayanan pembuatan KTP
melayani anda dengan cepat.

14

Petugas pelayanan pembuatan KTP selalu
bersedia membantu anda.

15

Petugas pelayanan pembuatan KTP tidak
pernah terlalu sibuk untuk merespons
permintaan anda.

16

Anda merasa aman dalam berhubungan
dengan petugas pelayanan pembuatan
KTP.

17

Petugas pelayanan pembuatan KTP secara
konsisten bersikap sopan terhadap anda.

18

Petugas pelayanan pembuatan KTP
memberikan perhatian individual kepada
anda.

19

Organisasi kecamatan memiliki pegawai
yang memberikan perhatian personal
kepada anda.

20

Petugas pelayanan pembuatan KTP selalu
mengutamakan kepentingan anda.

No

Kepuasan Publik

SB

TB

STB

Sikap anda terhadap kecakapan pelayanan
aparatur pemerintah.

Sikap anda terhadap keramahan pelayanan
aparatur pemerintah.

Sikap anda terhadap kerjasama aparatur
pemerintah.

Sikap anda terhadap koordinasi aparatur
pemerintah.
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Sikap anda terhadap efektivitas pelayanan
aparatur pemerintah.

Sikap anda terhadap efisiensi pelayanan
aparatur pemerintah.

Sikap anda terhadap produktivitas
pelayanan aparatur pemerintah.

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
kecakapan pelayanan.

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
keramahan pelayanan.

10

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
kerjasama.

11

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
koordinasi.

12

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
efektivitas pelayanan.

13

Penilaian anda terhadap hasil kerja
aparatur pemerintah berdasarkan
produktivitas pelayanan.

14

Kesesuaian kualitas aparatur pemerintah
terhadap pelayanan prima.

15

Kesesuaian kuantitas aparatur pemerintah
terhadap pelayanan prima.

16

Kesesuaian pemanfaatan sarana terhadap
pelayanan yang dihasilkan.

17

Kesesuaian pemanfaatan prasarana kerja
terhadap pelayanan yang dihasilkan.

18

Kesesuaian hasil kerja terhadap komitmen
aparatur pemerintah.

19

Kesesuaian hasil kerja terhadap tanggung
jawab kerja aparatur pemerintah.

20

Kesesuaian rencana kerja terhadap hasil
kerja aparatur pemerintah.
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